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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 96); 
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  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 

dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 

24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum 

Frekuensi Radio; 

  9.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 

07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan 

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk 

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor: 

07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan 

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk 

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; 

  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata 

Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 

  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PITA FREKUENSI RADIO. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum 

frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. 

2. Izin Pita Frekuensi Radio adalah izin penggunaan 

spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi 

radio berdasarkan persyaratan tertentu. 

3. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 

adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap 

pengguna frekuensi radio. 

 

Pasal 2 

Izin Pita Frekuensi Radio diberikan selama 10 (sepuluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) 

tahun. 

 

Pasal 3 

Penetapan perpanjangan masa laku Izin Pita Frekuensi Radio 

untuk 10 (sepuluh) tahun kedua dilaksanakan berdasarkan 

mekanisme evaluasi. 

 

Pasal 4 

Tata cara dan mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. 

 

Pasal 5 

(1) Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dikenakan tarif Biaya Hak Penggunaan Spektrum 

Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio. 

(2) Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk 

Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Maret 2016 XX 

XX  

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RUDIANTARA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Maret 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 463 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 

                  Kepala Biro Hukum, 
 

 
 
         Bertiana Sari 
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